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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Pdg 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Padang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat  secara E-Court antara:

PENGGUGAT, tempat  lahir  di  xxxx,  agama  xxxx,  pendidikan  terakhir  xxxx,

pekerjaan  xxxx,  alamat  di   Provinsi  Sumatera  Barat,

domisili  elektronik  xxxx,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat.

melawan

TERGUGAT,  tempat  lahir  di  xxxx,  tanggal  xxxx, agama  xxxx,  pendidikan

terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, alamat di Provinsi Sumatera

Barat, selanjutnya disebut  sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan  para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024

telah  mengajukan  Gugatan Cerai yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 1569/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal

12 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah pasangan suami  isteri  yang

telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2023 di hadapan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Provinsi

Sumatera  Barat,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  xxxx

tertanggal 12 Mei 2023;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Penggugat di  Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya

berpisah;

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

bergaul layaknya hubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan

dengan rukun  dan harmonis.  Namun sejak  Oktober  tahun 2023,  rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

4.1. Tergugat  diketahui  mempunyai  hubungan  khusus  dengan  wanita

lain, hal ini diketahui melalui handphone Tergugat; 

4.2. Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  dalam  memenuhi  kebutuhan

nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat;

4.3. Tergugat  sudah  berjanji  mengakhiri  hubungan  dengan  wanita

selingkuhan Tergugat akan tetapi Tergugat masih saja melanjutkan

hubungan tersebut;

4.4. Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat

dari pada bersama dengan Penggugat;

4.5. Orang  tua  Tergugat  suka  ikut  campur  urusan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat; 

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak

tanggal 05 bulan Februari tahun 2024 hingga sekarang selama lebih kurang

9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

karena waktu itu Tergugat mengakui kepada orang tua Penggugat bahwa

Tergugat  ada  hubungan  khusus  dengan  wanita  lain,  kemudian  Tergugat

mengembalikan  Penggugat  kepada  orang  tua  Penggugat.  Semenjak  itu

Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam
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pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua

Penggugat di Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat pulang ke rumah orang

tua Tergugat di  Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  dan  Tergugat

tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih

kurang 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

7. Bahwa  atas  sikap  dan  tingkah  laku  Tergugat  di  atas,  maka  Penggugat

berkeyakinan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  bisa

dipertahankan  lagi  sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada

harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi

melanjutkan  rumah  tangga  bersama  Tergugat  dan  Penggugat  sudah

berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  peraturan

yang berlaku;

Berdasarkan  alasan  dan  dalil-dalil  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  ketua  Pengadilan  Agama  Padang  c.q  Majelis  Hakim  segera

menentukan  hari  sidang  dengan  memanggil  Penggugat  dan  Tergugat  guna

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat  ;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengguat  telah datang

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 
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Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan; 

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah  nomor:  xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan xxxx, Propinsi Sumatera Barat tanggal 12 Mei

2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode ( P);  

B. Bukti Saksi:

1. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx,  tempat tinggal  di

xxxx  saksi  adalah  xxxx Penggugat,  dibawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat adalah  suami  isteri  yang

menikah pada tanggal 12 Mei 2023; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di

Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, sering bertengkar

yang terus menerus karena Tergugat mempunyai hubungan khusus
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dengan  wanita  lain,  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  dalam

memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;  

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal  sejak  10  bulan  yang  lalu  karena  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat

dan Tergugat tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi, dan

saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi  tidak  sanggup lagi  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat;

2. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pekerjaan xxxx,  alamat di  Propinsi

Sumatera  Barat,  saksi  adalah xxxx  Penggugat,  dibawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat adalah  suami  isteri  yang

menikah pada tanggal 12 Mei 2023; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di

Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, sering bertengkar

yang terus menerus karena Tergugat mempunyai hubungan khusus

dengan  wanita  lain,  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  dalam

memenuhi kebutuhan nafkah dalam rumah tangga Penggugat;  
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- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat

dan Tergugat tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi, dan

saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal  selama  1  (satu)  tahun  karena  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan Penggugat; 

- Bahwa sewaktu berpisah sebelumnya saksi damaikan dan berbaikan

lagi dengan perjanjian Tergugat akan merubah tingkah lakunya dan

setelah  berpisah  terakhir  pihak  keluarga  sudah  berusaha

memperbaiki rumah  tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak

berhasil;  

- Bahwa saksi  tidak  sanggup lagi  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat;

Bahwa  Pengguat  menyatakan  tidak  keberatan  dan  dapat  menerima

keterangan kedua orang saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan

tanggapannya karena tidak hadir di persidangan; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulannya,  yaitu  tetap

dengan gugatannya dan mohon putusan;

 Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis merujuk

kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagai tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai  dengan

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (a)

Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009  dan  peraturan  lain  tentang  syarat-syarat  formil
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berperkara,  oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo Pasal  138 Kompilasi  Hukum Islam, namun Tergugat  tidak pernah datang

menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang

menghadap sebagai wakil/ kuasanya, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan suatu  halangan yang sah menurut  hukum,  maka Tergugat  yang

telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan

tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  senantiasa  menasehati

Penggugat  untuk  rukun  kembali  dengan  Tergugat  tetapi  tidak  berhasil,  lalu

dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sejak  bulan  Oktober  2023  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

terus  menerus dan tidak  ada harapan lagi  untuk  hidup rukun dalam rumah

tangga,  karena  Tergugat  mempunyai  hubungan  khusus  dengan  wanita  lain,

Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  dalam  memenuhi  kebutuhan  nafkah

Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu di rumah orang tua Tergugat

dari  pada  bersama  dengan  Penggugat  dan  orang  tua  Tergugat  suka  ikut

campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah berpisah

tempat  tinggal  sejak  tanggal  05  Februari  2024  karena  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan Penggugat; 

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak

mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan

Surat Edaran MARI Nomor 9 Tahun 1964, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa

hadir Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan,
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dan sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami

isteri tersebut, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat  P. dan 2 orang Saksi yang terdiri dari keluarga

dan  orang  dekat  pihak  Penggugat  sebagaimana  tersebut  di  dalam  duduk

perkara, atas bukti tersebut Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian,

sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya

dengan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.  yang  merupakan  bukti

pernikahan Penggugat dengan Tergugat,  dan sesuai dengan kesaksian para

saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri,  dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam

perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa   saksi-saksi  Penggugat  secara pribadi   (inperson)

telah  hadir  sendiri  dipersidangan  memberikan  keterangan  dibawah sumpah,

tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa

satu persatu. Adapun secara materil,  saksi saksi tersebut telah memberikan

keterangan  yang  berasal  dari  pengalaman,  pendengaran  dan  penglihatan

langsung  saksi  tersebut,  yaitu  tentang  telah  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  sehingga  Penggugat

dengan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  bulan  Februari  2024

sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan

serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;  

Menimbang, bahwa Kemudian keterangan masing-masing saksi tersebut

tidak dibantah ketepatan dan keakurasiannya oleh Tergugat, maka oleh karena

itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR dan. Pasal 308 – 309 R.Bg.,

secara  formil  dan  materil  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  Penggugat dapat

diterima;  
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Menimbang, bahwa Saksi sebagai pihak keluarga Penggugat, yang pada

pokoknya  menerangkan  sudah  merasa  tidak  sanggup  lagi  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas,

maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah

tempat tinggal sejak bulan Februari 2024; 

- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami

isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai

dan  tidak  dapat  mentolerir  kekurangan  pasangannya  serta  telah  berpisah

tempat  tinggal,  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  ikatan  kasih  sayang  yang

menjadi  ikatan  batin  keduanya  telah  putus  dan  tidak  mungkin  mewujudkan

tujuan  perkawinan  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sehingga

mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  tidaklah  mendatangkan

kemaslahatan dan justru  akan menimbulkan kemudaratan bagi  kedua belah

pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu

harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

 Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mecari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis menilai bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat Tergugat
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telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana

sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990

bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan

pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk

bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) KHI. 

Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis

berkesimpulan bahwa gugatan  Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat

dan  alasannya,  oleh  karena  itu  gugatan  Penggugat  sudah  sepatutnya

dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa karena perkara a  quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk me

nghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;  

3. Menjatuhkan  talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;  

4.  Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  10  Desember  2024  Masehi,
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bertepatan  dengan  tanggal  08  Jumadil  Akhir 1446  Hijriyah,  oleh  Drs.  H.

Mawarlis,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  Indrawisol,  M.H. dan

Bustanuddin Bahar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh Zul  Amri,  S.H, sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

 Drs. H. Mawarlis, M.H.

Hakim Anggota                                      Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.                               Bustanuddin Bahar, S.Ag. 

Panitera Pengganti

 Zul Amri, S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp.    30.000,00

2. Biaya Proses : Rp.    75.000,00
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3. Biaya Panggilan : Rp.    20.000,00

4. PNBP : Rp.    20.000,00

5. Materai : Rp.    10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp.    10.000,00   

________________________________________________________+

Jumlah : Rp.   165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).
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